BAB 1

PENDPAHYLUAN

Salah satu hal vang mempunyai peranan penting dalam pemer ksaan di
persidangan untuk mengupayakan pemberian putusan (vonnis) yang adil dan jujur
menurut hukum adalah hal pembuktian

Hukum pembuktzan merupakan keseluruhan aturan hukwn mengena: kesiatan
atau rckonstruksi suatu kegiatan yang benar dari setiap kejadian masa lalu yang
relevan dengan peisangkaan terhadap orang yang diduga melakukan perbuatan pidana.

Kegiatan pembuktian sangat mendukung untuk memperoleh kebenaran dan

keadilan material menurut hukum. Dari pembuktian inilah hakim memperoleh
kevakinan yang kuat tentang bersalah tidaknya seseorang terdakwa vang dihadapkan
di depan persidangan sehingga dengan demikian hakim dapat memben putusan
{vonnis) yang seadil-adiinya. -
* Di dalam Pasal | butir 26 KUHAP, menyatakan saksi adalah orang yang dapat
memberikan keterangan guna kepentingan penyidikan, penuntutan dan peradilan
tentang suatu perkara pidana yang ia dengar sendiri, ia lihat sendiri dan ia alami
sendiri **. '

Dalam membersikan kesaksian iny seorang saksi juga merupakan manusia

biasa, sehingga dengan memberikan kesaksian tersebut ia juga harus diberilen

' Kirab Undang-Undang Hukum Acara Pidana, Penetbit Karya Anda,
Surabaya, Tanpa Tahun, hal. 7.
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perlindungan, teastasva dan hal-hal yang bertentangan dengan hak asasi manusia.
“ Selanjutnya Pasal | butir 27 KUHAP dsjelaskan keterangan saksi adalah salah satu
bukti dalam perkara pidana yang berupa keteranmpan dari saksi mengenai suatu
peristiwa pidana yang 1a dengar sendiiri, ia lihat sendiri dan ia alami scndirs dengan
menyebut alasan dan pengetahuannya tu ™. ¢
Menurut Pasal 184 KUHAP, alat bukti yang sah adalah ;
(1)a Kc.tcrangan saks),

b. Keterangan ahli,

c. Surat,

d  Pewunjuk,

e Ketemngan terdakwva, ]
{(2) Hal yang secara umum sudah dikesehui tidak perlu dibuktikan -

Dan 1tata urutan alat-alat bukti dalam KUHAP terscbut. keicrangan saksi
adalah demikian pentingnya di dalam pemenriksaan seorang tesrdakwa di persidangan,
sehingga dan alat-alat bukti yang lain saksilah yang pertatna-tama diperiksa.

“ Pasal 185 ayat (1) KUHAP menyatakan keterangan saksi sebaga: alat bukti ialah
apa yang sakst nyatakan di sidang pengadilan “.

Dalam peristilahan hukum acara pidana dikenal adanya saks: mabkots, Saksi
mahkota ini adalah scbutan scmata di dalam beracara dt Pengadilan. Penyebutan saksi
mahkota ini dikarenakan saksi in1 menjadi sangat pentmg keberadaannyz di dalam
suatu perkara pidana, karena saks) mahkota sm menjad: saksi utama yang berasal
dan salah scoiang terdakwa (sesama pelaku) terhadap tindak pidana vang sama yang

2 Ibid

3 Ibid. hal. 82.
* Ibid, hal. 83.
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